BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 2 t TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI
BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta
pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin dan masyarakat dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi, maka dipandang
perlu mengatur Pedoman Umum Sistem
Penanganan Pengaduan (Whistle Blower

System) Tindak Pidana Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huraf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Umum Sistem Penanganan
Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak

Pidana Korupsi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5661); A



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51395);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita



15.

16.

17.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1813), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 671);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 442);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(\
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kalmnaten Tanin
Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA

KORUPSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.



5. Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan
yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam
organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang is
memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi
Tindak Pidana Korupsi tersebut.

6. Whistle Blower System adalah mekanisme penyampaian
pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi,
sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan
orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi

yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pedoman umum sistem penanganan pengaduan Tindak Pidana

Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas Tindak Pidana
Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memperbaiki sistem pengawasan dart pencegahan penyimpangan
administrasi, kerugian perdata dan Tindak Pidana Korupsi, serta
persaingan usaha tidak sehat; dan

c. upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan

identitas Whistle Blower.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala
tindakan yang menurut Undang-Undang mengandung indikasi
unsur Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah

Daerah.



BAB III
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 4

Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh unsur

pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5
Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung

disampaikan kepada:
a. Bupati; dan/atau

b. Inspektorat Daerah.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 6

(1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan
tindak lanjut berupa audit investigatif dan pengaduan yang tidak
memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.

(2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan
oleh Whistle Blower diprioritaskan terhadap hal-hal yang
strategis, material, dan menjadi sorotan publik.

(3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan
tidak dapat dilakukan dalam hal dijumpai salah satu kondisi
berikut:

a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau
telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa
Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
lainnya; atau

b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau
telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi

Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi

o

Pemberantasan Korupsi.



(4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi
laporan/pengaduan oleh Whistle Blower sebelum diterbitkan
surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:

a. penentuan Tim Audit oleh Inspektur Daerah;

b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh Tim Audit; dan

C. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara
lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya

oleh Inspektur Daerah.

BAB V
HASIL AUDIT INVESTIGASI
ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLE BLOWER
Pasal 7

(1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, Tim
Audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit
investigatif.

(2) Tim Audit investigatif melakukan ekspose internal untuk
memperoleh simpulan akhir bahwa basil penugasan telah
memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.

(3) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari
laporan/pengaduan Whistle Blower dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan.

(4) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan

Whistle Blower disampaikan kepada Bupati.

Pasal 8
Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima
Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dan Tim Penerima

Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
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BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER

Pasal 9
Perlindungan atas kerahasiaan indentitas yypistie Blower akan
diberikan kepada Whistle Blower yang memberikan informasi tentang
adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh
pejabat/pegawai Pemerintah Daerah selama proses pembuktian
pengaduan/pelaporan indikasi Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 23 Ju li 2021

BUPATI TAPIN,11

M. AR N ARPAN
Diundangkan di Rantau

pada tanggal 23 11 202
SEKRETARIS DAE AH KABUPATEN TAPIN,

MASYR NIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 23



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

